
















































PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan Panglima Sudirman No. 12Pati Kode Pos:59113

Tblepon : 0295-381932
Faximile :0295-386094

email ://dkp.patikab.go.id
website : dkp@patikab.go.id
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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN PATI

NOMOR exD i ry.Tr AHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PENANGANAN LAYANAN URUSAN TERPADU

NEI.AYAN
PADA DINAS KEI.AUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS KEI.AUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI

Menimbang : a. Bahwa sebagaimana diamanatkan Undang - Undang Nomor

7 Tahun 2A16 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan

Nelayan, Pembudidaya ikan dan Petambak Garam. Salah

satu kewenangan Kabupaten/ Kota adalah pemberdayaan

dan Perlindungan Nelayan kecil;

,,,.b. Bahwa sebagai upaya pemberdayaan dan perlindungan

nelayan kecil di Kabupaten Pati dilaksanakan melalui

Penanganan Layanan Urusan secara Terpadu;

c. Bahwa untuk acuan dalam penanganan layanan urusan

nelayan terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas,

, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-UnOdng i Nomor 23 Tahun zAM tentang

PemBrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
x

Tahdrn 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Nomor 23 Tahun 2414 tentang
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3.

4.

5.

6.

7.
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Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaga Negara Republik lndonesia Tahun

2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5601);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan

Standar Pelayanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2A12 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5357;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2016 Nomor 1'14, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati No 12 Tahun 2016 tentang

Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah

Kabupaten Pati Nomor 98);

Peraturan.Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2A16 Nomor 43).

MEMVTUSKAN :

I
tr

Penetapan Standar Penanganan Layanan Urusan Terpadu

Nelayan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan

ini;
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT :

Standar Penanganan Layanan Urusan Terpadu Nelayan pada

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sebagaimana

DIKTUM KESATU meliputi ruang lingkup penanganan, yaitu:

1) Fasilitasi Penerbitan E-Pas Keci;

2) Fasilitas Penerbitan Surat Rekomendasi BBM Bersubsidi;

3) Fasilitasi Kepesertaan Asuransi Nelayan;

4) Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Nelayan Keci! dan

Penguatan Kelembagaan KUB:

Standar Penanganan Layanan Urusan Nelayan terpadu

sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib

dilaksanakan oleh Penyelengara/pelaksana dan sebagai

acuan dalam penanganan urusan terpadu nelayan;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pati
Pada tanggal: 28 Mei 2A24

Pembina Utama Muda
NrP.'r97ti0528 199412 1 002
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l. standart Pelayanan Fasilitasi penerbitan Epas Kecil

1. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian
_, pelayanan (serube deliverul

2' Komponen standar perayanan terkait dengan proses pengoreroraan
pelolaan di internal organisasi (manufacturin{) 

r

Permohonan Form E pas Kecil
a. E-KTP
b. Kartu Keluarga (KK)
c. Sket Kapal

Permohonan E-pas Kecil
a. E-KTP Pemitik Kapat
b. E-KTP Tukang
c. Surat Permohonan
d. Surat Keterangan Tukang Bermaterai
e. Surat Kuasa Bermaterai ( jika pemohon
bukan pemilik kapal )
f. Foto Kapal

Sistem, mekanisme dan Pemohon menyerahran u@
permohonan form E - pas Kecil kepada DKp
Kab.Pati
DKP Kab. Pati Memverifikasi berkas dan
selanjutnya dibuatkan surat pengantar/Form E
Pas Kecil untuk Ditandatanganioleh Kepala
Desa, Pemilik Kapaldan Tukang
Setelah Ditandatangani Berkas discan dan di
unggah ke web https://paskecil-
ditkapel.dephub.go.id/ dan akan diverivikasi
kemudian dilakukan penerbitan E pas Kecil
Oleh UPP Kelas lll Juwana

Tidak dipungut Biaya

Surat Rekomendasi

5 hari kerja

UU Nomor 17 Tahun 20@
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000
tentang Kepelautan;
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2OA2
tentang Perkapalan
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009
tentang Kepelabuhan
Peraturan Menteri perhubungan Nomor pM 45
Tahun 2021 lentang pengukuran kapal
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Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun
2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan
kapal
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM72
Tahun 2021Perubahan Keempat atas KM 62
Tahun 2010 Tentang Organisasidan Tata Cara
Kerja Kantor Penyelenggaraan Pelabuhan
Peraturan DJPL HK. fi312l19/DJPL-16 tentang
Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan
Kapal

2 Sarana Prasarana dan
/atas fasilitas

1 ATK

2 komputer

3 Printer

Sarana Pendukung

1 Ruangan ber ac
2 \Mfi

3 Kompetensi Pelaksana 1 Pendidikan minimal SMA

2 Bisa mengoperasikan komputer

3 Memiliki ketelitian

4 Pengawasan lnternal Kepala Bidang Perikanan Tangkap

5 Jumlah Pelaksana Pegawai terdiri dari:
1 pegawai verifikasi berkas
1 pegawa pengetikan surat permohonan

6

Jaminan Pelayanan 1 Memberikan pelayanan yang mudah, tepat
waktu,dan transparan.

2 Men ing katka n profesiona lisme aparatu r dengan
peningkatan kompetensi, kedisiplinan, ketelitian,
keramahan,tanggung jawab dan tertib
administrasi.

7 Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1 Ruang tunggu nyaman

2 Penerbitan surat Rekomendasi cepat

I Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasidilaksanakan setiap 6 bulan setelah
penerbitan, apakah ada komplain atau tidak

i ,.
s

, ll. Standart Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi BBll,l
Bersubsidi

1. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (Serurbe delivery)

No Komponen Uraian
1 Persyaratan Persyaratan Umum:

1 Permohonan Rekomendasi pembelian
BBM Bersubsidi untuk Nelayan dari
Kelompok Nelayan

2 Fc KTP

3 NIB atau surat keterangan daridesa
Persyaratan Khusus:
1, Fc Pas Kecil/E-Pas Kecil



2 Sistem, mekanisme dan
Prosedur

1 Pemohon menyerahkan dokumen
persyaratan penerbitan surat rekomendasi
BBM kepada Koordinator Nelayan

2 Koord inator Nelayan menyerahkan
dokumen persyaratan Ke Dinas Kelautan

dan Perikanan Kabupaten Pati

3 Verifi kasi dokumen persyaratan dan
selanjutnya diterbitkan Surat Rekomndasi
BBM Bersubsidi

3 Jangka Waktu Pelayanan 5 Hari

4 Biaya / tarif Tidak dipungut Biaya

5 Produk layanan Surat Rekomendasi

6 Waktu pelayanan Senin - Jumat

2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengolelolaan

pelolaan d i internal organisasi (m an ufactu ri n g)

i!
r&

No Komponen Uraian

1 Dasar Hukum 1 Undang - Undang Nomor 22Tahun2A01
tentang Minyak dan Gas Bumi;

2 Undang- Undang nomor 23 tahun 2414
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014
tentang Penyediaan, Pendistribusian dan

Harga Jual Eceran Bahan bakar Minyak

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
191 Tahun 2014 tentang Penyediaan,
Pendistribusian dan Harga Jual Eceran

Bahan Bakar Minyak
4 Peraturan BPH Migas Rl Nomor 2 Tahun

2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi
Untuk Pembelian Jenis BBM tertentu dan
Khusus Penugasan

2 Sarana Prasarana dan latas
fasilitas

1 ATK

2 komputer
3 Printer

Sarana Pendukung
1 Ruangan ber ac
2 wifi

3 Kompetensi Pglaksana 1 Pendidikan minimal SMA
2 Bisa mengoperasikan komputer

3 Memiliki ketelitian

4 Pengawasan lnternal Kepala Bidang Perikanan TangkaP

5 Jumlah Pelaksana 2 pegawaiterdiri
1 pegawai verifikasi dokumen persyaratan
1 rraaarerai nanaafik srrraf Flekamenrlasi BBM



6 Jaminan Pelayanan 1 Memberikan pelayanan yang mudah, tepat
waktu,dan transparan.

2 Meningkatkan profesionalisme aparatur
dengan peningkatan kompetensi,
ked isiplinan, ketelitian, keramaha n,tangg u ng
jawab dan tertib administrasi.

7 Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan

1 Ruang tunggu nyaman

2 Penerbitan surat rekomendasi cepat

8 Evaluasi Kinerja pelaksana Evaluasi dilaksanakan setiap 1 bulan setelah
penerbitan, apakah ada komplain atau tidak

lll. Standart Pelayanan Kepesertaan Asuransi Nelayan
1. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (Serube delivery)

,1 lt
$

No Komponen Uraian

1 Persyaratan 1

2

Permohonan Pengajuan JKK:

t. Formulir Tahap I dan Tahap ll
z. Fotocopy KTP dan Kartu

s. Fotocopy surat laporan kepolisian (jika lakalantas)
+. Form Kronologis kejadian
s. Surat keterangan saksi + fc ktp saksi(yika terjadi

didalam perusahaan)
o. Surat pernyataan PLKK
z. Formulir KK3 yang diisi oleh RS setelah control

terakhir (ika pasang dan lepas pen pastikan

meminta Form KK3 pada saat lepas dan pasang
pen)

a. Surat lstirahat Dokteryang Asli (jika ada)
g. Kwitansi dan rincian perawatan dan

pengobatan(jika ada)
10. Absensi H-3 sampaidengan masuk kerja kembali
tt. Slip gaji pada saat tidak bekerja
t2. Surat Penjaminan Jasa Raharja (jika dicover jasa

raha$a) i

lg. Surat pengantar transfer
Permohonan Pengajuan JKM:
1. Kartu Peserta
2. Foto copy KTP Tenaga Kerja + KTP AhliWaris
3. Foto bopy Kartu Keluarga
4. Foto copy Akte Kematian
5. Surat Keterangan ahliwaris
6. Fbto copy Buku Nikah (status sudah menikah)
z. Foto copy Akta Cerai (untuk tenaga kerja yang

sudah bercerai)
8. Foto Copy Akte Kelahiran (ststus belum menikah

/ surat keterangan)
9. Foto copy buku tabungan ahliwaris
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2 Sistem, mekanisme dan
Prosedur

1 Pemohon menyerahkan berkasG-KTp darl KK
melalui Ketua kelompok setempat

2 Verifi kasi berkas dan selanj utnya. iva! id asi data
kependudukan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab.pati

3 Penetapan Keputusan Bupati tentang penetapan
Anggota Nelayan

4 Proses kepesertaan asuransi netayan

3

Jangka Waktu
Pelayanan 1 bulan

4 Biaya ltarif Tidak dipungut Biaya
5 Produk layanan Kepesertaan Asuransi Nelayan
6 Waktu pelayanan 5 hari kerja

.*,
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2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengolelolaan pelolaan di
internal organisasi (manufacturing)

No Komponen Uraian

1

Dasar Hukum 1 UU Nomor 07 Tahun 2010 tentang perlindungan
dan Pemberdayaan Nelayan, pembudi Daya lkan,
dan Petambak Garam

2 Peraturan Bupati Pati Nomor t fanun ZOZO fentang
Perubahan Peraturan Bupati pati Nomor ll4Tahun
2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan pemberian
laqtuan Kesejahteraan Nelayan

2
Sarana Prasarana dan
/atas fasilitas

1

2

3

4
5

6

ATK
komputer
Printer
sarana Pendukung
Ruangan ber ac
wifi

3 Kompetensi Pelaksana ,l

2

3

Pendidikan minimal SMA
Bisa mengoperasikan komputer
memiliki ketelitian

4 Pengawasan lnternal Kepata Htctang perikanan Tangkap
5 Jumlah Pelaksana 3 pegawaiterdiri:

1 pegawai verifikasi berkas
2 pegawai lnputing data

6
Jaminan Pelayanan 1 Memberikan pelayanan yang muaafr, tepat

waktu,dan transparan.
2 Meningkatkan profesionalisme apaEtur Oengan

peningkatan kompetensi, ked isiplinan, ketelitian,
keramahan,tanggung jawab dan tertib administrasi.

7

Jaminan Keamanan
Dan Keselamatan
Petayanan /

Ruang tunggu nyaman

I EvaluasiKinerja
Pelaksana

tsvaruastdttaksanakan setiap 12 bulan setelah
penerbitan.

lv. Fasilitasi Peng.embangan Kapasitas Nelayan Kecil dan penguatan
Kelembagaan KUB



1. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian
Serube

2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengolelolaan
pelolaan d i internal organ isasi (m an ufactu ring)

,l

iri
$

,glGrYAl lcal I IrJg, VtW WVlrVVl Y

No Komponen Uraian
1 Persyaratan 1 Pekerjaan Nelayan

2 Berdomisili di wilayah Kabupaten Pati
3 Beranggota minimal 10 orang
4 Berdasarkan kesepakatan/musyawarah

anggota
5 Ada AD-ART

2 Sistem, mekanisme dan
Prosedur

1 Dibentuk seacara mufakat
2 Memilih pengurus kelompoUKUB
3 Disahkan oleh instansi berwenang melalui

Berita Acara
4 Fasilitasi KUB berbadan hukum nasional

3 Jangka Waktu Pelayanan 1 Hari

4 Biaya / tarif Tidak dipungut Biaya

5 Produk Layanan Terbentuknya KUB

6 Waktu Pelayanan Senin - Jumat

No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1 UU Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perlindungan

dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya
lkan, dan Petambak Garam

2 Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor
50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan
Kecil Dan Pembudidaya-ikan Kecil

2 SarHha Prasarana
dan / fasilitas

1 ATK
2 komputer
3 Printer
Sarana Pendukung

1 Ruangan ber ac
2 wfi

3 Kompetensi
Pelaksana

1 Pendidikan minimal SMA

2 Bisa mengoperasikan komputer
3 Memiliki ketelitian

4 Pengawasan lnternal Kepal'a Bidang Perikanan Tangkap
5 Jumlah Pelaksana 2 pegawaiterdiri

1'pegawai verifi kasi berkas
1 pegawai pengetik surat permohonan

6 Jaminan Pelayanan
I
t

1 Memberikan pelayanan yang mudah, tepat
waktu,dan transparan.

2 Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan
peningkatan kompetensi, kedisiplinan, ketelitian,
keramahan,tanggung jawab dan tertib
administrasi.

7 Jaminan keamanan 1 Ruang tunggu nyaman



I Evaluasi Kineria
Pelaksana

1 Evaluasidilaksanakan setiap 12 bulan setelah
Pembentukan, ada RAT KUB
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PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan Panglima Sudirman No. 12Pati Kode Pos: 59113

Telepon : 0295-381932
Faximile : 0295-386094

email : //dkp.patikab.go.id
website : dkp@patikab.go.id
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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEIAUTAN DAN PERIIGNAN

KABUPATEN PATI
NOMOR : 523 lorl.."'s, 12024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN PELAKSANAAN LELANG IKAN DI TEMPAT
PELELANGAN IKAN KABUPATEN PATI

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (5)

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor : 10 Tahun 2009 tentang

Tempat Pelelangan lkan sebagaimana telah diubah dengan Pasal

! Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor : 7 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor : 19

Tahun 2009, perlu disusun suatu Pedoman Pelaksanaan Lelang

lkan diTempat Pelelangan lkan Kabupaten Pati.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan
'i""Perikanan 

Kabupaten Pati tentang Petunjuk Teknis Pedoman

Pelaksanaan Lelang lkan di Tempat Pelelangan lkan Kabupaten

Pati.

i,l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik lndonesia

Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang PeriKanan

(Lembaran Negara tahun 2OO4 Nomor 118, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang${omor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 tahun 2A04 tentang Perikanan (Lembaran

Negara tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5073);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
'Republik lndonesia Nomor 52U);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

' Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Nomor a578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan atas Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 20AT Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aftfl;
f.i"""Peraturan Mehteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2407 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pati

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23,

Tambahan Lembqran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);

l0.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Urusan $ Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah

Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

ll.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2009 tentang

Tempat Pelelangan lkan (Lembaran Daerah Kabupaten PatiTahun



KESATU

KETIGA

2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pati

Nomor 47);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2015 tentang
'Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19

Tahun 2009 tentang Tempat Pelelangan lkan;

'13.Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2009 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2009 tentang

Tempat Pelelangan lkan;

14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Penetapan Standar pelayanan lelang ikan di Tempat Pelelangan

lkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati yang

merupakan bagian tidakterpisahkan dalam keputusan itu;

Standar pelayanan lelang lkan di Tempat Pelelangan ikan pada

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sebagaimana

DIKTUM KESATU meliputi ruang lingkup, yaitu bakul ikan, nelayan,

pemilik kapal, pengurus kapal, karyawan TPl, bank mitra;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

".ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

d ilaksa nakan pem betu la n sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pati
Pada tanggal: 28 Mei 2A24

PIt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
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NtP. 1 97605281 994 121402
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MEKANISNfiE LELANG IKAN TERBUKA

1. Kapal ikan merapat di dermaga, dan melapor di Pos Satpam untuk dicatat hasil
tangkapan dan mendapatkan nomor urut lelang.

2. Jam 06.00 WlB, ikan mulai dibongkar oleh ABK ditempatkan di fish basket yang
disediakan oleh TPl.

3. Jam 06.30, WIB ikan diturunkan dari kapal dan di timbang, selanjutnya ditata
dilantai lelang oleh petugas angkut ikan.

4. Jam 08.00 WlB, ikan mulai dilelang sesuai nomor urut lelang, sekali lelang 18 pak
kurang lebih 180 kg.

5. Lelang ikan dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
6. Untuk lelang ikan segar I lrezer mendapat prioritas terlebih dahulu.
7. Nelayan mendapatkan karcis lelang, dihitung oleh petugas juru karcis dan di beri

SPU (Surat Permintaan Uang) setelah dibayar oleh kasir bayar dengan pungutan
darijumlah lelangan. Bakul ikan membayar darijumlah lelangan yang diperoleh,
dan dikurangi retribusi. Adapun tarif pungutan retribusi sesuai dengan Perda No.
1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagai berikut:

NO. JENIS PELAYANAN
SATUAN

PENGENAAN
TARIF

(Rp)

I Kapal < 1O GT a. IrlangTerbuka
1) Retribusi nelayan, dengan nilai per lelang :

- kurang dari RpIOO.OOO,OO

- RpIOO.OOO,OO s/d Rp20O.OOO,OO

- Rp2OO.OOO,OO s/d Rp3OO.OOO,OO

- Rp3OO.0OO,OO sld RpSOO.OOO,OO

- lebih dari RpSOO.OOO,O0

2) Retribusi bakul, dengan nilai per lelang :

- kurang dari Rp1O0.O0O,0O

- RpIOO.OOO,OO s/d Rp2OO.OOO,OO

- Rp2OO.OOO,OO s/d Rp3OO.OOO,OO

RpB0O.OOO,OO s/d RpSOO.OOO,OO

- lebih dari RpSOO.OOO,OO

b. klang Tertutup
1).Retribusi nelayan
2) Retribusi bakul

per lelang
per lelang
per lelang
per lelang
per lelang

per lelang
per lelang
per lelang
per lelang
per lelang

per kg
per kg

1.500
2.500
3.500
6.OO0

10.ooo

1.000

1.500
2.OOO

4.000
7.500

t75
125

2 Kapal > lO GT a. klangTerbuka
KapalPurseSeine i

1) Retribusi nel,ayan, dengan nilai per lelang :

- kurang dari Rp1.50O.OOO,OO

- Rp1.5OO.0OO,OO s/d Rp2.OOO.OOO,OO

- Rp2.0OO.OOO,OO s/d Rp2.5OO.OOO,0O

- Rp2.5O0.OO0,OO s/d Rp3.OOO.OOO,OO

- lebih dari Rp3.OO0.000,0O

per lelang
per lelang
per lelang
per lelang
per lelang

18.OOO

25.OOO

33.000
40.o00
50.000



No. JENISP.ELAYANATI
sAr$Al{

PENGENAA!{
TARIF'

{Rp}
2) Retribusi bakul, dengan nilai per lelang :

- kurang dari Rp1.5OO.OOO,OO

- Rpl.SOO.OOO,(E s/d Rp2.OOO.fi)O,OO

- Rp2.OOO.OOO,OO s/d Rp2.5OO.OOO,OO

- Rp2.5OO.OOO,OO sld Rp3.OOO.OOO,OO

- lebih dari Rp3.OOO.OOO,OO

Per letang
per lelang
per lel,ang
per lelang
per lelang

12.500
17.500
22.504
27.500
32.500

b. Lelang Tertutup
- t(apal Purse Seine Pelagis Kecil

1) Retribusi nelayan
2) Retribusi bakul

- Kapal Jaring Tarik Berkantong
1) Retribusi Nelayan
2) Retribusi bakul

- Ihpal Cumi
1) Retribusi nelayan
2) Retribusi bakul

- Kapal Purse Seine Pelagis Besar
1) Retribusi nelayan
2) Retribusi bakul

- Ihpal Pancing
1) Retribusi nelayan
2) Retribusi bakul

per kg
per kg

per basket
per kg

per kg
per kg

per kg
per kg

per kg
per kc

75
25

1.OOO

25

150

50

loo
25

t25
25

3 Kontainer Pe-
ngangfuut lkan

U Bakul
2) Nelayan

per kg
per kg

20
20

Pungutan lelangan disetorkan oleh juru setor ke bank JATENG , semua transaksi
dan kegiatan lelang ikan setiap haridibukukan oleh administrasiTPl.



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Pati
Nomor : 523l9kb 12024
Tanggal : aB tuei 2024

URAIAN PETUNJUK TEKNIS PEDOIiAN PELAKSANAAN LELANG IKAN
DI TEMPAT PELELANGAN IKAN

t. Syarat Pelaksanaan Lelang lkan

a. Nelayan, Bakul dan Karyawan TPI bersedia mematuhi peraturan-

peraturan dan tata tertib yang ada, yaitu Perda Nomor 19 Tahun 2009

tentang TPI sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 7 tahun

2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 19 Tahun 2009 tentang

TPl, Perda No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, dan Tata tertib yang dikeluarkan oleh Kepala TPl.

b. Nelayan/Pengurus Kapa! melaporkan dan mencatatkan hasil

tangkapannya di Pos Satpam dan mendapatkan nomor urut lelang.

c. Minimal 50% dari hasil tangkapan nelayan dilelang se@ra Lelang

Terbuka dengan cara menata secara keseluruhan ikannya di lantai

lelang.

d. Bakul'harus terdaftarlteregistrasi dan mengisi surat pernyataan bakul

sebetum mengikuti lelang serta memakaitanda pengenal.

2. Syarat Pelaksanaan Lelang Tertutup

a. Nelayan, Bq,kul dan Karyawan TPI bersedia mematuhi peraturan-

peraturan dan tata tertib yang ada, yaitu Perda Nomor 19 Tahun 2009

, tentang TPI sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 7 tahun

2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 19 Tahun 2009 tentang

TPl, Perda No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, dan Tata tertib yang dikeluarkan oleh Kepata TPl.

b. Nelayan/Pengurus Kapal' melaporkan dan mencatatkan hasil

tangkapannya di Pos Satpam.

c. Maksimal 50% dari hqsil tangkapan nelayan dilelang secara Lelang

Tertutup den$an cara pihak TPI mempertemukan antara
f

nelayan/pAngurus kapal dengan 1 (satu) orang bakul untuk

berkomunikasi secara langsung mencapai harga kesepakatan.

d. Bakul harus terdaftar/teregistrasi dan mengisi surat pernyataan bakul

sebelum mengikuti lelang serta memakaitanda pengenal.

{ rrt rl
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Tata Cara Pelaksanaan Lelang

1. Tata Qara Pelaksanaan Lelang Terbuka

a. Bakulsudah teregistrasi mendaftarkan diri ke Kasir Penerimaan dan

sudah menyetor dana deposit (melalui bank Mitra TPI/Bank Jateng).

b. Kasir Penerimaan membuat Daftar Bakul Peserta Lelang yang sudah

menyetor dana deposit dan diserahkan ke Juru Lelang atau untuk

ditayangkan di layar monitor.

c. Nelayan/Pengurus Kapal melakukan pendaratan ikan dan melaporkan

diri ke Pos Satpam untuk mendapatkan nomor urut lelang.

d. Nelayan/Pengurus Kapal membongkar ikan, meminjam basket dan

meletakkan ikan pada basket untuk ditimbang.

e. Nelayan/Pengurus Kapal menimbang ikan ke Juru Timbang dan

minimal 50% dari hasiltangkapannya diletakkan di lantai lelang.

f. Juru Lelang meletangkan ikan sesuaidengan urutan nomor lelang.

g. Juru Lelang menetapkan harga dasar penawaran, kemudian

menawarkan dengan harga penawaran secara meningkat.

h. Hasil lelang terdata pada karcis hasil lelang atau formulir ikan (rangkap

3, untuk TPl, nelayan, dan bakul).

i. Formulir ikan yang diserahkan ke Nelayan/Pengurus Kapal untuk

mengambil pembayaran ke Kasir Pengeluaran dan dipotong

ppmbayaran retribusi.

j, Karcis SPU ikan yang diserahkan ke bakul untuk bukti pengambilan

ikan hasil lelang dan menarik sisa dana deposit yang tidak terpakai ke

Kasir dan membayar retribusi dari raman dibuatkan bukti rincian yang

transaksinya di Bank Mitra.

k. Karcis SPU ikan yang ada diTempat Pelelangan lkan untuk arsip dan

sebagai bahan pencatatan produksi, raman, dan retribusi untuk bahan

laporan.

l. Karcis SPU lkan hasil lelang akan diperiksa dokumen kelengkapannya

saat dibawa keluar TPI oleh Petugas dan diberikan Surat Jalan dari

Petugas. ' i

2. Tata Cara Pel4ksanaan Lelang Tertutup

a. Nelayan/Ptnnrrm Kapal melaporkan dan mencatatkan hasil

tangkapannya di Pos Satpam.

b. illaksimal 50% dari hasil Tangkapan Nelayan yang dapat dilelangkan

secara Lelang Tertutup.



e.

f.

c. Juru Lelang memediasi/memfasilitasi bertemunya Nelayan/Pengurus

lGpal dengan 1 (satu) orang bakul dalam mencapai kesepakatan

harga.

,Apabila harga kesepakatan sudah tercapai, Juru Lelang/Petugas TPI

mengeluarkan formulir ikanftarcis ke bakul, kemudian diserahkan ke

Juru Timbang untuk mendapatkan SPBI (Surat Permintaan Bongkar

lkan) dan ikan dapat dibawa keluar Tempat Pelelangan lkan.

Transaksi keuangan dilakukan pembayaran lewat bank Mitra dengan

rincian perhitungannya dibuatkan oleh Petugas Keuangan/ Kasir TPl.

Selanjutnya Nelayan/Pengurus Kapal membayar retribusi kepada

Kasir/Petugas yang dibayarkan melalui Bank Mitra.

lkan hasil lelang akan diperiksa dokumen kelengkapannya saat dibawa

keluar TPI oleh Petuga dan diberikan Surat Jalan dari Petugas.

Ditetapkan di : PATI
Pada tanggal : 28 Mei 2024

i1 i,

$
I

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Pembina Utama Muda
NrP. 19630324 198903 1 010
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I'IANUAI{ I'ELAYANAN LELANT' IKAN tJI IEIUIFAT FELELANGAN IKAN

No. Komponen Uraian
1. Persyaratan 1. Syarat Pelaksanaan Lelang lkan Terbuka

a. Nelayan, Bakul dan Karyawan TPI bersedia
mematuhi peraturan-peraturan dan tata tertib
yang ada, yaitu Perda Nomor 19 Tahun 2009
tentang TPI sebagaimana telah diubah
dengan Perda Nomor 7 tahun 2015 tentang
Perubahan atas Perda Nomor 19 Tahun 2009
tentang TPl, Perda No 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Tata
tertib yang dikeluarkan oleh Kepala TPl.

b. Nelayan/Pengurus Kapal melaporkan dan
mencatatkan hasil tangkapannya di Pos
Satpam dan mendapatkan nomor urut lelang.

c. Minimal 50% dari hasil tangkapan nelayan
dilelang secara Lelang Terbuka dengan cara
menata secara keseluruhan ikannya di lantai
lelang.

d. Bakul harus terdaftar/teregistrasi dan mengisi
surat pernyataan bakul sebelum mengikuti
lelang serta memakai tanda pengenal.

2. Syarat Pelaksanaan Lelang Tertutup
a. Nelayan, Bakul dan Karyawan TPI bersedia

mematuhi peraturan-peraturan dan tata tertib
yang ada, yaitu Perda Nomor 19 Tahun 2009
tentang TPI sebagaimana telah diubah
dengan Perda Nomor 7 tahun 2415 tentang
Perubahan atas Perda Nomor 19 Tahun
2009 tentang TPl, dan Tata tertib yang
dikeluarkan oleh Kepala TPl.

b. Nelayan/Pengurus Kapal melaporkan dan
mencatatkan hasil tangkapannya di Pos
Satpam.

c. Maksimal 50% dari hasil tangkapan nelayan
dilelang secara Lelang Tertutup dengan cara
pihak TPI mempertemukan antara
nelayan/pengurus kapal dengan 1 (satu)
orang bakul untuk berkomunikasi secara
langsung' mencapai harga kesepakatan.

d. Bakul harus terdaftar/teregistrasi dan mengisi
surat pernyataan bakul sebelum mengikuti
lelang serta memakai tanda pengenal.

2. Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur

Jt

l. Standar Operasional Prosedur (SOP) Lelang
Terbuka
1, Bakul sudah teregistrasi mendaftarkan diri ke

K&sir Penerimaan dan sudah menyetor dana
deposit (melalui bank Mitra TPI/Bank Jateng).

2. Kasir Penerimaan membuat Daftar Bakul
Peserta Lelang dan diserahkan ke Juru Lelang
atau melalui tayangan monitor

3. Nelayan/Pengurus Kapal yang sudah punya lD
Pengurus Kapal melaporkan diri ke Pos Satpam
untuk melakukan lelang terbuka dan jumlah
tonase ikan yang akan dilelang dan untuk



,j

I

@urus KaPal membongkar ikan, 
I

meminjam basket, dan meletakkan ikan pada 
I

basket untuk ditimbang I

5. Juru Lelang melelangkan ikan sesuai urutan 
I

nomor lelang, menetapkan harga dasar 
I

penawaran, dan penawaran harga. s.egara 
i

meningkat, dan melihat monitor peserta. lelang 
I

yang iuO"h deposit yang boleh mengikuti lelang 
I

dan hasil lelang terO-ata pada karcis hasil lelang 
I

(rangfap 3, uniuk TPl, Nelayan/Pengurus Kapal' I

dan Bakul) d;; tersimpan dalam- data base 
IcomPuter. I

6. Bakul mengambil ikan hasil lelang dengan 
I

menuniukkan karcis lelangfformulir 1I?n' I

kemudian menarik sisa dana d;p;;ii Gng tida[ 
|

terpakai ke kasir serta membayar retribusi' 
I

7. ' Nelayan/Pengurus Kapal mengambil I

I pemb aYaanke Kasir Pengeluaran dan dipotong 
I

I oembavaran retribusi I

i a. "rr"n - 
hasir bhng akan diperiksa dokumen 

I

I 
- 

r"r"rgrapanny" siat dibawa keluar TPI oleh 
i

I oetuois dan diberikan Surat Jalan dari petugas. I

I 
". 

E'*liHt"6p"r""ional Proseour tsoi'1 r-6rans 
I

l 

t"1*T.Lhyan/Pensurus.. 
Kapal. melaporkan 1"t i

I mencatatkan hasil tangkapannya di Pos

I S"toam. Maksimal 50% dari hasil tangkapan

I n"hyan yang dapat diikutkan lelang '

I z. irrr' 
-Leling 

memediasi/memfasilitasi

I n"rtemunya Neiayan/Pengurus Kapal dengan

I t (satu) orang bakul untuk mencapal

I fesepakatan harga.

I e. npaUta harga kesepakatan sudah tercapai'

I Juru Leling mengeluarkan formulir

I ifan/karcis ke Bakul, kemudian diserahkan ke

I ;rt, Timbang untuk mendaPatkan SPBI

I fSurat Perintah Bongkar lkan)

| +. ilelayan/Pengurus Kapal setelah menerima

I p"mbayaran 
-dari 

bakul, kemudian membayar

I retribusi
I S. Selaniutnya ikan hasil lelang bisa..dibawa

I r"tu"i rh dengan sebelumnya diperiksa

I Ookumen lelangnya oleh Petugas dan

I Oiberikan Surat Jalan dari Petugas'

t hari

. lGpal < 10 GT

a. 'Lelang Terbuka

i 1.) Retribusi nelayan, dengan nilai per lelang :

- Kurang dari Rp 100.000,00 = Rp1'500,00/lelang

- Rp100.000,00 s/d RP200'000,00 =

RP2.500,00/lelang

- RP200.000,00 dd RP 300'000,00=RP

3.500,00/lelang
- RP300.000,00 s/d RP 500'000,00=RP

6.000,0O/lelang

3. Jangka waktu

pelayanan

4. Biaya/Tarif



a. Lelang Terbuka
Kapalpurse Seine

^-, Ill2.soo,0orerani 
''wvv.uUU,uu =

-_^ I!]1.S00,00retans

- ^"'ffi.ooo,l;L",,Rp 100.ff^oo :

- Rp100.000,00

^ Rpl.srio^oo^,Jl RP2oo'@o,oo 
=

-Rp200.000,00

^ -2.ooo,ooneanfld 
Rp 300'000,00=Bp

-Rp300.000,00

. . .4.000,oorcranld 
Rp 500'000,00=Rp

r .?irt;:m;t';'o'oo = RpT soo,oo,erans

1) Retrfbus.,Lhv."n 
= Rp17s,ooftg

,.*oril ["3i*'bakur= 
*o#,olnn -

1) Retribusi nelavln, dengan nilaiper telang:- Kurans or1- 
. *o r.iio.ooo,oo 

=
-_, IIS_.000,00/ehnj 

!'wv
- Rp1.S00.O0O,O0^- 

.s/il Rp2.000.000,00 
=__^If?s.000,004etang 

"re'vwu

::{i3ff3b11r,J' 
" *' 2 soo ooo,oo=Rp

,-'?3;Xi3rx:,"* 
Rp 3oooooo,oo=Rp

- Lebih dari Rp A.Ooo oon nn

,, o-._Iruo.*r*n#n 
3'ooo'ooo,oo 

=

'],[ff:;'' 
"Hlo""n:n 

nirai per bhns :

Rnt2 An^ ^,,, . 
& 1.500.000,00 

=

::^'r1T#,h11r,,X' 

o 
*o 2 soo ooo,oo=Rp

,*j#3r'f,3r1,:r* 
Rp 3ooo ooo,oo=Rp

- Lebih' 
"L^- i, 3.ooo.ooo,oo 

=
h r ^,^-_ 

Rp32.S00,00/elang v'w
p.LeEng Tertutup

- 
IT:jlrrse Seine pehsis 

Kecit1) Rernbus,r**: ffi'Ailr[
.2) Retnbusi bakut = npis,Jffi

- 
f,agr"rarins rarik e"[n;i;,""

. 1) Retribusi rue,9yan-= 

^oi.iro,o0rbasket. 2) RetribusiBat
' - fGpalcumi 

kul= RP 2l'ookg

1) Retribusinelar

, 

zj n",rror.i ;;ffT-rH,l:?fnn
- Ff, purse Seine,"ilri'i[]

1) Retribusinelav
,,#ffiffi7,T_rx,l:?3^

- Kapalpancing



+s:!'*d..'a'Elr@

1) Retribusinelayan = Rp 125,00/lqg

2) Retribusibakul= Rp 25,00/kg

3. Kontainer Pengangkut lkan
1) Bakul = Rp 20,@/kg
2) Nelayan = ftp 20,00/kg

5. Produk Pelayanan Lelang ikan

6. Penanganan
pengaduan,saran

dan masukan

Pengaduan dapat disampaikan secara :

a. Lisan dengan petugas

b. MelaluiWA, SMS :

0811-2700-543 (Soleh, SP, MM)

081357453600 (Slgit Jahriko, A. Md)

c. Tebpon:
0295.-381932

d. Faximib:
029S386094

e. e-mail :

dkp@patikab.go.kJ

7. Waktu pelayanan Juru Timbang :

Antara 21.00 s.d. 06.00

TU, Keuangan, dan Teknik LelangTPl :

07.30 -13.00 (bisa bbih)
Keamanan

07.30 - 13.00

07.30 - 07. 30 (Piket 24 jam)
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JENIS PEI-AYAXANj TETUIPAT PELELANGAN IKAN

Jaminan
pelayanan

Pelaku

usaha perikanan iaAm rangka melaksanakan !:i:i:g::::
perekonomian perikanan rakyat dan pembangunan

hngan lkan'

2. Perda No : 212015 Tentang : Perubahan atas Perda No

:19/i2009 Tentang Tempat Pelelangan lkan'

3. Perbup No : 7Sli009 Tentang : Juklak Perda No :19/2009

4. Perda No 1 Tahun 2024 tentang Paiak Daerah dan

Dasar Hukum

2. Dermaga
3. TuraP
4. Jalan
5. TemPat Lelang

6. ATK
7. KomPuter dan Printer

8. Penghitung Uang

9. Sound SYstem

Sarana Pendukung :

1. SPBU
2. lnstalasiair bersih

3. lnstalasi Listrik

4. Cold Storage

5. Dock
6. Bengkel KaPal

Sarana,
Prasarana dan I
Fasilitas

i gan Prima dan

baik.
2. MamPu mengoprasikan comPuter'

3. Mampu menjaga keamanan dan kenyamanan dalam

; pelaYanan'

+. ivtampumeniagan@

KomPetensi
Pelaksana

5. KePala TemPat Pqglglg3l rkan

@ndanPerikanan
2. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat

Pelelangan lkan

3. Analis Pasar Hasil Perikanan pada Bidang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Tempat Pelelangan lkan

4. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada Bidang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan

lkan

Pengawasan
lnternal

ffianrpfGoz4): e8 orans

TPI Juwana Unit 2 : 56 orang

tPi .lutvana Unit 1 :25 orang

TPI BanYutowo: 9 orang

TPI Puncel : Sorang

Jumlah
pelaksana

perekonomian daerah



13. Jaminan
keamanan
keselamatan
pelayanan

1. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk
proses pelelangan ikan.

2. Lancarnya proses dan mekanisme pelelangan ikan.

3. Fasilitas proses penanganan hasil perikanan demi
teriaminnya mutu yang tinggi hasil perikanan.

4. Diciptakan rasa aman dan nyaman untuk pelaku usaha
sebelum , selama dan sesudah proses pelelangan

5. Dilakukannya lelang tunai demi kelancaran pembayaran

dari transaksi pelelangan ikan.

6. Tidak ada KPLI ( Kekurangan Pembayaran Lelang ikan ) di
TPI.

7. Dimaksimalkannya pendapatan asli daerah yang

didapatkan atas penggunaan jasa sarana dan prasarana

TPI.
14. Evaluasi kinerja

pelaksana
1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung

dilakukan 1 bulan sekalijika tidak ada pengaduan.

2. Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara bekala

setiap 6 (Enam) bulan sekali (per semester)

{ ,,' lr
tr: ,
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